
 

 
BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
Terdapat dasar pertimbangan dalam disparitas pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain motif 

pelaku, tingkat kesadisan dan cara pelaku melakukan kejahatan, peran 

langsung atau tidak langsung pelaku dalam menyebabkan kematian korban, 

serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Selain itu, 

sikap pelaku selama persidangan, seperti adanya penyesalan atau justru 

sikap manipulatif, turut menjadi bagian dalam pertimbangan hakim. Seluruh 

faktor ini dinilai secara kontekstual oleh hakim dan dapat berbeda antar 

kasus meskipun menggunakan pasal yang sama, yaitu Pasal 340 KUHP. 

Oleh karena itu, meskipun disparitas pidana memang terjadi, hal tersebut 

dapat dibenarkan secara yuridis sepanjang didasarkan pada pertimbangan 

hukum yang logis, proporsional, dan adil. Namun demikian, ketidakhadiran 

pedoman pemidanaan yang baku dalam sistem hukum Indonesia membuat 

disparitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. 
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B. Saran 

 
Penelitian hukum selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih 

dalam faktor-faktor empiris yang mempengaruhi disparitas, termasuk 

tekanan sosial, politik, atau media yang mungkin mempengaruhi 

independensi peradilan. 
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LAMPIRAN 

 
DAFTAR WAWANCARA HAKIM 

 

 
1. Bagaimana Anda memandang disparitas pidana dalam kasus pembunuhan 

berencana? Apa faktor utama yang Anda pertimbangkan ketika menentukan 

hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana? 

2. Dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana, 

sejauh mana Anda mempertimbangkan latar belakang pelaku, baik itu faktor 

sosial, psikologis, maupun motif yang mendasari tindak pidana tersebut? 

3. Apakah Anda melihat adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman antara 

kasus pembunuhan berencana yang serupa? Jika ya, apa alasan utama yang 

mendasari perbedaan tersebut? 

4. Dalam praktik peradilan, apakah Anda merasa bahwa pedoman pemidanaan 

yang ada cukup jelas untuk menghindari disparitas pidana, ataukah perlu 

adanya pembaruan atau penyesuaian? 

5. Bagaimana Anda menilai peran hakim dalam menjaga prinsip keadilan 

dalam proses penjatuhan pidana, terutama terkait dengan pembunuhan 

berencana? Apakah Anda merasa bebas dari pengaruh eksternal atau 

tekanan dalam membuat keputusan hukum? 

6. Bagaimana Anda mempertimbangkan tingkat kerugian atau dampak sosial 

dari tindak pidana pembunuhan berencana terhadap masyarakat saat 

memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku? 

7. Dalam hal disparitas pidana, apakah Anda merasa bahwa kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terpengaruh? Apa yang Anda 

lakukan untuk menjaga kepercayaan tersebut? 

8. Apakah dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembunuhan 

berencana, Anda mengikuti teori pemidanaan tertentu (misalnya, teori 

pembalasan atau teori pencegahan)? Bagaimana teori ini memengaruhi 

keputusan Anda? 
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9. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada tantangan besar yang dihadapi 

oleh hakim dalam mengatasi disparitas pidana dalam kasus pembunuhan 

berencana? 

10. Bagaimana Anda melihat hubungan antara hukum pidana dan norma budaya 

masyarakat dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, 

khususnya pembunuhan berencana? 

11. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan 

konsistensi dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembunuhan 

berencana di Indonesia? 

 

 


